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Abstrak
 

Salah satu kemanfaatan utama dari transaksi kontrak berjangka komoditi adalah sebagai sarana lindung nilai

dari kemungkinan kerugian investasi. Sarana lindung nilai seperti ini merupakan salah satu jenis transaksi

derivative. Pada akhir dari transaksi ini (saat jatuh tempo atau terjadi cash settlement) nasabah (investor)

akan dihadapkan pada dua hal yakni memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Apabila dikelola

dengan baik, transaksi kontrak berjangka komoditi ini sangat potensial sebagai sarana lindung nilai dalam

rangka memperoleh penghasilan dan mengurangi atau menekan kerugian. Dari sisi keberadaannya di

Indonesia yang masih relatif baru, transaksi kontrak berjangka komoditi dapat menjadi suatu altematif

investasi. Oleh karena itu, apabila hal ini digali lebih mendalam khususnya yang berkenaan dengan

pengenaan PPh atas penghasilan dari transaksi kontrak berjangka komoditi, bukan tidak mungkin akan

memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan negara.

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah

bagaimana Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan transaksi kontrak berjangka komoditi dapat

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada

peningkatan penerimaan negara. Pokok permasalahan tersebut apabila diperinci dalam bentuk kalimat-

kalimat pertanyaan meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) bagaimana konsep dan hakekat ekonomi dari

transaksi kontrak berjangka komoditi?, (ii) bagaimana pendapat para ahli berkenaan dengan pajak atas

penghasilan yang diperoleh dari transaksi kontrak berjangka komoditi?, (iii) bagaimana perlakuan PPh atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari kontrak berjangka komoditi yang

saat ini berlaku di Indonesia?, dan (iv) bagaimana pengaturan PPh yang seharusnya diterapkan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari kontrak berjangka komoditi di

Indonesia ?.

 

Untuk membantu proses pengkajian dan pembahasan masalah tersebut dilakukan penelitian secara deskriptif

analitis, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu semua informasi atau data yang diperoleh dari penelitian.

Selanjutnya atas semua data tersebut dilakukan analisis yang dikaitkan dengan ketentuan PPh yang berlaku

saat ini dan korelasinya dengan sistem pemajakan yang memenuhi persyaratan keadilan vertikal dan

horizontal. Yang pada akhirnya dari analisis data tersebut dapat dirumuskan suatu kesimpulan atau

memberikan saran-saran. Sebagai pendukung analisis dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara

mendalam dengan pengambil keputusan dalam bidang perpajakan yakni pejabat di Direktorat Jenderal

Pajak, dengan penyelenggara bursa yakni pihak Bursa Berjangka Jakarta, Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka dan pelaku bursa seperti pialang anggot'a bursa. Dalam transaksi kontrak berjangka komoditi

digunakan mark to market basis dalam arti setiap hari dilakukan penghitungan berdasarkan settlement price

untuk hari yang bersangkutan sehingga diketahui keuntungan atau kerugian nasabah. Meskipun demikian
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penghitungan keuntungan atau kerugian bersih dilakukan pada saat jatuh tempo atau terdapat cash

settlement. Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan (keuntungan) yang telah terealisasi. Namun, secara

teoritis untuk pengakuan atas keuntungan atau kerugian ini menggunakan matching basis yakni apabila

kerugian underlying jatuh dalam tahun buku yang berbeda dengan tahun buku diperolehnya keuntungan dari

derivative yang dimaksudkan sebagai lindung nilai bagi underlying yang bersangkutan maka keuntungan

derivative tersebut harus dibukukan dalam tahun buku yang sama dengan dideritanya kerugian underlying.

 

Berkenaan dengan penggunaan mark to market basis dalam kontrak berjangka pada dasamya tidak menjadi

suatu masalah karena memang hal itu merupakan habitual practice dari transaksi tersebut. Sedangkan

berkaitan dengan pengakuan ada tidaknya suatu penghasilan dari kontrak berjangka komoditi ini tetap

mendasarkan pada realization principles. Oleh karena itu pengakuan adanya penghasilan atau kerugian pada

kontrak berjangka komoditi dihitung setelah terselesaikannya suatu transaksi kontrak berjangka komoditi

yakni pada saat jatuh tempo transaksi dan pada saat terjadi penyelesaian secara tunai (cash settlement).

Maksud penghitungan dalam hal ini adalah penghitungan bersih setelah terlebih dahulu memperhitungkan

keuntungan atau kerugian hariannya dari transaksi kontrak berjangka komoditi yang bersangkutan.

 

Pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana pengenaan PPh yang seyogyanya

diterapkan atas penghasilan dari kontrak berjangka komoditi yakni berpedoman pada 4 hal pokok.

Mengingat sampai dengan saat ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang melingkupi tata laksana

perpajakan belum merumuskan peraturan perpajakannya maka menurut hemat penulis 4 hal pokok tersebut

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perpajakannya. Hal ini tidak lain

dimaksudkan agar segera dapat tercipta suatu kepastian hukum atas perlakuan perpajakan dari keuntungan

atau kerugian transaksi kontrak berjangka komoditi.


